BUPATI ACEH SELATAN

PERATURAN BUPATI ACEH SELATAN
NOMOR .34 TAHUN 2025

TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN

TAHUN ANGGARAN 2024

BISMILLAHIRRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH DAN PENYAYANG

Menimbang

Mengingat

BUPATI ACEH SELATAN,

: bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 12 Qanun

)

Kabupaten Aceh Selatan Nomor 6 Tahun 2025 tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Kabupaten  Tahun Anggaran 2024, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten
Tahun Anggaran 2024;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021
tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6736);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaiman telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan
Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6736);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
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Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang
Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4633);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587, sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2020 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6856);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6757);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2024 tentang Kabupaten
Aceh Selatan Di Aceh (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2024 Nomor 110, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6932);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5272);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
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Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang
Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6323);

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang
Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang
Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909);

Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 7 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Aceh Selatan sebagaimana telah diubah
beberaoa kali terakhir dengan Qanun Kabupaten Aceh
Selatan Nomor 3 tahun 2023 tentang Perubahan Kedua
atas Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 7 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Aceh Selatan,;

Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 1 Tahun 2023
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 1 Tahun 2024
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten TA
2024;

Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 2 Tahun 2024
tentang Pajak Kabupaten dan Retribusi Kabupaten;

Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 3 Tahun 2024
tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Kabupaten TA 2023;

MEMUTUSKAN :

: PERATURAN  BUPATI TENTANG PENJABARAN

PERTANGGUNG JAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN TAHUN ANGGARAN
2024.

Pasal 1

Laporan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2024 terdiri atas :

1. Pendapatan :

a. Pendapatan Asli Daerah Rp 176.989.804.421,70
b. Pendapatan Transfer Rp 1.221.697.520.848,00



c. Lain-lain pendapatan yang sah Rp 17.403.238.558,00

Jumlah Pendapatan Rp 1.416.090.563.827,70
2. Belanja
a. Belanja Operasi :
1) Belanja Pegawai Rp 483.076.316.640,00
2) Belanja Barang dan Jasa Rp 370.769.199.957,00
3) Belanja Subsidi Rp 681.990.000,00
4) Belanja Hibah Rp 91.342.882.587,00

5) Belanja Bantuan Sosial Rp 10.343.564.175,00
Rp 956.213.953.359,00

b. Belanja Modal :

1) Belanja Modal Tanah Rp 0,00

2) Belanja Modal Peralatan Rp 23.981.251.876,00
dan Mesin

3) Belanja Modal Gedung dan Rp 61.078.338.892,00
Bangunan

4) Belanja Modal Jalan,lIrigasi Rp 97.056.371.437,00
Dan Jaringan

5) Belanja Modal Aset Rp 0,00
Tetap Lainnya

6) Belanja Modal Aset Lainnya Rp 0,00

Jumlah Belanja Modal Rp 182.115.962.205,00

3. Belanja Tak Terduga
a. Belanja Tak Terduga Rp 7.093.714.200,00

4. Belanja Transfer
a.Belanja Bagi Hasil Rp 0,00
b.Belanja Bantuan Keuangan Rp 262.007.744.000,00

Jumlah Belanja Transfer Rp 262.007.744.000,00
JumlahBelanjadanTransfer Rp1.407.431.373.764,00
Surplus / (Defisit) Rp 8.659.190.063,70

S. Pembiayaan
a. Penerimaan Pembiayaan Rp 1.921.203.451,48
b. Pengeluaran Pembiayaan Rp 0,00

Jumlah pembiayaan netto Rp 1.921.203.451,48

Sisa lebih pembiayaan anggaran Rp 10.580.393.515,18
Tahun berkenan.

Pasal 2

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati Aceh
Selatan ini.

Pasal 3

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut kedalam penjabaran laporan
realisasi anggaran.



Pasal 4
Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.
Pasal 5

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati

ini.
Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dalam Berita Kabupaten Aceh Selatan.

Ditetapkan di Tapaktuan
pada tanggal 17 September 2025 M
24 Rabi’ul Awall447 H

BUPATI ACEH SELATAN,

——H s

MIRWAN MS

Diundangkan di Tapaktuan

pada tanggal 17 September 2025

24 Rabi’ul Awal 1447 H
DAERAH\KABUPATEN ACEH SELATAN,

PIt.SEKRETA

BERITA KABUPATEN ACEH SELATAN TAHUN 2025 NOMOR 3%



